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P U T U S A N 

Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Rh 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

perkara gugatan antara : 

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, 

Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Ondoke, 

Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat. sebagai 

Penggugat; 

melawan 

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Nilam, Pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat jalan Poros 

Raha Kambara, Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, 

Kabupaten Muna Barat. sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 

Januari 2017 telah mengajukan permohonan gugatan yang telah didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 

0024/Pdt.G/2017/PA.Rh, tanggal 4 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai 

berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2013 Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi Sebagai mana bukti 
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berupa buku kutipan akta nikah Nomor: 75/09/XII/2013 Tertanggal 24 

Desember 2013; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai 

suami-istri bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Desa 

Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna selama kurang lebih 5 

bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir; 

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai 

anak;  

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula 

berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 15 Desember 2013 

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang 

mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, 

disebabkan oleh : 

1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk; 

2. Tergugat dan orang tua Tergugat tidak menghargai Penggugat serta 

orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat; 

3. Tergugat egois karena tidak pernah menerima saran dan nasihat 

Penggugat dalam hal mengurus rumah tangga; 

5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara 

terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat 

akan mengubah sikapnya; 

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 

tanggal  08 April 2014 yang disebabkan Tergugat  tersinggung karena 

Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak cuek terhadap Penggugat 

namun Tergugat langsung mengadu kepada ibu Penggugat dan saat itu 

juga Ibu Tergugat marah-marah kepada Penggugat serta mengusir 

Penggugat dengan mengatakan “ko keluarmi dari rumah ini”. Sehingga atas 

kejadian tersebut, Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap 

Tergugat dan langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan 

tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Ondoke, Kecamatan 

Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat. Akibatnya selama berpisah tempat 
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tinggal selama 2 tahun 6 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi; 

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah  

diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil 

karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat; 

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat 

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama 

Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat 

dan Tergugat; 

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada 

Pengadilan Agama Raha,  agar memutuskan sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada 

Penggugat (Penggugat);   

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:  

Subsider : 

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat  tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang 

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat; 
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/09/XII/2013 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  Sawerigadi, bukti 

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di nagzelen Kantor Pos 

dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha dan 

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian 

diberi kode bukti  P. paraf dan tanggal; 

B. Saksi: 

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Wandoke, Kecamatan 

Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, saksi dibawah sumpahnya telah 

memberikan keterangan sebagai berikut; 

➢ Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung sedangkan 

Tergugat menantu saksi; 

➢ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir; 

➢ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis namun belum dikaruniai anak; 

➢ Bahwa sejak bulan April 2014 Pengugat pulang kerumah saksi 

tanpa ditemani Tergugat; 

➢ Bahwa sejak Penggugat tinggal dirumah saksi Tergugat tidak 

pernah datang menemui Penggugat atau sebaliknya (tidak saling 

menghiraukan lagi);  

Disclaimer
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➢ Bahwa saksi sudah mensehati Penggugat agar kembali rukun 

bersama Tergugat namun Penggugat tidak mau; 

2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, 

Pendidikan , alamat Desa Wandoke, Kecamatan Sawerigadi, 

Kabupaten Muna Barat, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan 

keterangan sebagai berikut; 

➢ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga; 

➢ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir; 

➢ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis namun belum dikaruniai anak; 

➢ Bahwa sejak bulan April 2014 saksi tidak pernah lagi melihat 

Penggugat di rumah kediaman bersama; 

➢ Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang 

keberadaan Penggugat dan Tergugat hanya menjawab kalau 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; 

➢ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 

Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau sebaliknya 

(tidak saling menghiraukan lagi);  

➢ Bahwa  sudah pernah ada upaya damai namun tidak berhasil; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan 

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani 

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatnnya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, 

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnah dan mengikat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat (1) angka 4 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi1  Penggugat mengenai poin  3 dan 

4 tentang pertengkaran dan perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta 

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang 

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. 

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 

172 ayat (1) angka 4 R.Bg.; 
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai poin  3 dan 

4 tentang pertengkaran dan perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta 

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang 

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. 

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga 

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan 

telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami-isteri sudah 

tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan 

ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

sejak bulan April 2014 sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami-istri lebih  dari 2 tahun, menunjukkan bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak lagi 

saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri 

yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah 

tangga;  

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang 

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak 

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk 

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan 

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan 

maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 orang saksi terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut; 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 

pada tanggal 22 November 2013; 
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan 

harmonis namun  dikaruniai anak; 

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan April 

2014; 

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah termpat tinggal sejak 

bulan April 2014 sampai sekarang; 

5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai namun 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan 

belum pernah bercerai sampai sekarang; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan 

harmonis namun belum dikaruniai anak; 

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 

bulan April 2014 sampai sekarang; 

4. Bahwa didalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda 

akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan bersikeras untuk 

bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta  hukum tersebut di atas,  maka 

Pengadilan berpendapat  bahwa  perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-

benar telah pecah (Broken Marriage), dengan demikian  mempertahankan 

rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan 

mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh 

karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan 

perkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqhiyah yang 

menyatakan: 
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على جلب ا لمصا لح        مد رء ا لمفا سد مقد

 Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik   

kemaslahatan; 

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan 

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan 

dalil syar’i dalam kitab kitab  Ghoyatul Maram Lis Syarhir Majedi, yang 

berbunyi;         

شااذاةبغرمدعدت ةجوزلا اهجوزل قلط هيلع ىضاقلا ةقلط                                            

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, 

disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”; 

dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, 

oleh karenanya dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak 

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf 

(c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain 

shugra; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, 

kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk 

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada 

Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman 

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan 

Tergugat dilangsungkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang 

perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 

Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 
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7 Tahun 1989, kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 

3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009 Tentang Peradilan Agama; 

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku  serta  

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat 

(Penggugat);   

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan 

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten 

Muna Barat, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan 

sebagai tempat kediamana Penggugat dan tempat kediaman Tergugat untuk 

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;   

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp.541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);   

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis  

yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1438  Hijriyah, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., 

M.H sebagai Ketua Majelis,  Muhammad Arif, S,Hi dan H. Anwar, Lc masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1438  Hijriyah, oleh Ketua Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. 

Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat 

dan tanpa hadirnya Tergugat  ;  
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Hakim Anggota 

 

 

Muhammad Arif, S,Hi 

Hakim Anggota 

 

 

H. Anwar, Lc 

 

Ketua Majelis, 

 

 

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H 

 Panitera Pengganti, 

Muh. Rehadis Tofa, SH 

 

Rincian biaya perkara : 

1. Pendaftaran  Rp.  30.000.00 

2. A T K Rp  50.000.00 

3. Panggilan-panggilan Rp.  450.000.00 

4. Materai  Rp.  6.000.00 

5. Redaksi Rp.  5.000.00 

  Rp.     541.000.00                    
  (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11


